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BPK Diminta Audit Tata
Kelola Rumah Bersubsidi

Setidaknya 11 pengembang "nakal” ditemukan di Jabodetabek. Mereka telah membangun
rata rata 1.000-1.200 unit rumah bersubsidi. Angka itu belum mencakup daerah lain.

JAKARTA, KOMPAS — Kemenlo-
vion Perumahan dan Kawnsan
Pomukhmn meminta Badan

Pengawas Keuangan atau BPK
mengaudit tata kelols rumah
bersubsidi. Ditemukan banyak
pengembang vang membangun
rumah berkualitus rendah, khu-
susnya untuk skema penerima

bang wmmﬂm
tak tuntas membangun ramakh,

tak layak huni, tak layak fungsi,

dan tak memperhatikan ana-
lisis mengena dampak  ling-
kungan (Amdal). Ketika dila-
kukan pemenksaan di lapang-
an, Herl menemukan sebuah
kompleks rumah memiliki ele!
vasi ketinggion yang tidak di-
perhatikan, bahkan lehibh ren-
dabh ketimbang danau di sekitar

baru
selokan dan sanitasi buruk.
Ketika ditanya untuk meng-
umumkan  para

anggap
Fenomena ini tegjadi hampir
di seluruh Indonesia, tak hanya
di Jakarta, Bogor, Depok, Ta-
ngerang, dan Bekast. Dalam au-
dit BPK, pemeriksaan aksn di-
llh*lﬂ secara hﬂmndl
tak hunyn perbankan dan pe-
nas;’nlmnu

ang  bertanggung  jawab
adalah pengembang karena me-
mhunhhmmu:m
tidak  memberilan
yang baik,” kata Hori,
Sembari proses pelaporan ke

berfalan, Herl akan

bersamaan, pihaknya juga me-
nunggu validitas dard Badan Pe-
ngelola Tabungan Perumahan
Ma! (BF Tapera).
Guna mengakomodasi ma-

Wy-gmnm

tuk layak huni, Kementerian
PKP akan membentuk sarana
pengaduan.  Ta  menargetkan
medium tersebut diluncurkan
pekan depan. serupa dengan

hunian, Alibatnya, genangan
terbentuk dongn kualitas

Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional atau

tugasnya

dengan baik. la akan membe-
rikan kesempatan kepada pe-
ngembang  tersebut  untuk

dalam skema FLPP.

pemerintah yvang melabeli pe-
bang “nakal” terlalu dini.
m yang mencuat tunpa

Imnmruemhamsmhhlnpﬂ.
“Kalau

suasang kon-
dusif, perlu ndungan pe-
merintah, J memmukan

Ketikn ada kejanggalan di la-
pangan atuu bangunan yang tuk
l.syak. pengembang dapat me-
nerima teguran. Bangunan di-
perbaiki.

Ta jugn mengingatkan agar
Jangan timbul kesalahan per-
para pengem-
subsidi. Pada-
hal, subsidi itn diberikan ke
masyarakal guna meringankan
beban melalui subsidi bunga

pemerintah. Tak ada subsidi pa-
da pembangunan rumah atau

“Perly  dipertajam  bahwa
rumahan subsidi ity bukan
gﬂl kepada  pengembang

dapal membantu  kebocor-

Sementarn itu, Ketua Umum
Persatuan Perusahaan Real Es-

"Bahkan, kami jugn mau
Juwab kalau itu
mnhhmdi-

rumah  bersubsidi - ditengarai
membunt i

langkah  Kementerian  PKP,
meski disebut terlambat dlla-

onganisasi,

Tak seluruhnya merupakan
asosinsl yung solid dan mum-
puni. Banysk asosiasi  yang

pengurusnys antarkeluargs dan
 beranggotalan

23 pengem-
bmgy-nudiahu.

plan) dan bangunan rumah,
Pemerintah perfu mencer-
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